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ABSTRAK 

 

 

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Sosial Kabupaten Solok. Tujuan dari peneilitan ini adalah 

untuk mengetahui pengaruh Kemampuan Kerja (Work Ability) dan Kualitas Kerja (Work 

Quality) Terhadap Kualitas Pelayanan Publik di Dinas Sosial Kabupaten Solok. Dalam 

penelitian ini yang menjadi populasi adalah masyarakat yang menerima pelayanan dari Dinas 

Sosial Kabupaten Solok. yang berjumlah sebanyak 80 orang. Dengan jenis peneilian 

kuantitatif dan teknik pengambilan sampel menggunakan metode sampling insidental. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan kuesioner/angket. 

 

Berdasarkan analisisl regresi linear berganda variabel Kemampuan Kerja dan Kualitas Kerja 

berpengaruh terhadap Kualitas Pelayanan Publik di Dinas Sosial Kabupaten Solok. Y= 

21,667 + 0,379X1 + 0,875X2 + e. Dari uji t yang dilakukan didapatkan variable X1 

Kemampuan Kerja berpengaruh terhadap Kualitas Pelayanan Publik di Dinas Sosial 

Kabupaten Solok dengan t
hitung 

2,323 > t
tabel

 1,996 dan sig 0,000 < 0,05. Variable X2 Kualitas 

Kerja berpengaruh terhadap terhadap Kualitas Pelayanan Publik di Dinas Sosial Kabupaten 

Solok dengan  t
hitung 

6,382 > t
tabel

 1,996 dan sig 0,000 < 0,05. Dari Uji Determinasi nilai R 

Square sebesar 0,525. Artinya adalah bahwa pengaruh variabel indepedent tehadap variabel 

dependen adalah sebesar 52,5%, sedangkan sisanya sebesar 47,5% dipengaruhi oleh variabel 

lain yang tidak dimaksudkan dalam penelitian ini, seperti kompensasi motivasi, lingkungan 

kerja, dll. 

 

Kata Kunci : Kemampuan Kerja, Kualitas Kerja, Kualitas Pelayanan Publik. 
  



 

xi 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Salah satu aktivitas dan kegiatan organisasi adalah melakukan pelayanan. Organisasi 

baik pemerintahan maupun non pemeritahan dapat dipastikan bahwa setiap organisasi 

melakukan pelayanan karena setiap peristiwa bertemunya antara manusia yang satu dengan 

manusia yang lain di manapun tempatnya dan apapun profesinya pasti akan melibatkan aspek 

melayani, baik yang dilakukan secara sadar dan langsung maupun secara tidak sadar dan 

tidak langsung. Pada dasarnya setiap layanan akan diberikan secara maksimal oleh sebuah 

organisasi untuk memberikan kepuasan terhadap pelanggan atau masyarakat yang dilayani. 

Salah satu instansi pemerintahan yang melakukan kegiatan pelayanan adalah kantor Dinas 

Sosial Kabupaten Solok, (Nur 2014). 

Pelayanan publik saat ini telah menjadi issue sentral dimana telah memaksa institusi 

Negara maupun masyarakat untuk memperbaiki sebaik- baiknya dalam penyelenggaraannya. 

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan hak 

dasar pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara 

dan penduduk atas atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang diselenggarakan 

oleh Penyelenggara Pelayanan Publik. Hal ini terkait dengan Peraturan Bupati Solok Nomor 

42 Tahun 2020 Pasal 1 Peraturan Bupati Tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan 

Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok. Penyelenggaraan pelayanan 

publik masih dihadapkan pada kondisi yang belum sesuai dengan kebutuhan dan perubahan 

di berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sementara itu, 

tatanan baru masyarakat Indonesia dihadapkan pada harapan dan tantangan global yang dipicu 

oleh kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, informasi, komunikasi, transportasi, investasi, 

dan perdagangan. Peningkatan kualitas pelayanan adalah salah satu isu yang sangat krusial 
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dimana hal ini terjadi karena disuatu sisi tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan 

dari tahun ketahun semakin besar, (Iman 2018). 

Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik adalah kegiatan penanganan pengaduan 

sesuai dengan mekanisme dan tata cara pengelolaan pengaduan. Kompetisi Pengelolaan 

Pengaduan Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Kompetisi adalah kegiatan 

penjaringan, seleksi, penilaian, dan pemberian penghargaan kepada penyelenggara pelayanan 

publik di lingkungan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, 

badan usaha milik daerah, dan unit pelaksana yang menyelenggarakan Pengelolaan 

Pengaduan Pelayanan Publik sesuai kriteria yang ditetapkan. Hal ini terkait dengan Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia 

Nomor 47 Tahun 2020 Pasal 1 tentang Penyelenggaraan Kompetisi Pengelolaan Pengaduan 

Pelayanan Publik .  

Ruang   lingkup   pelayanan   dan jasa-jasa publik (public services) meliputi aspek 

kehidupan masyarakat yang sangat luas. Luasnya ruang lingkup pelayanan dan jasa publik 

cenderung sangat tergantung kepada ideologi dan sistem ekonomi suatu negara. Negara-

negara yang menyatakan diri sebagai negara sosialis cenderung memiliki ruang lingkup 

pelayanan lebih luas dibandingkan negara-negara kapitalis. Tetapi luasnya cakupan 

pelayanan dan jasa-jasa publik tidak identik dengan  kualitas pelayanan itu sendiri. Karena 

pelayanan dan jasa publik merupakan suatu cara pengalokasian sumber daya melalui 

mekanisme politik, bukannya lewat pasar, maka kualitas pelayanan itu sangat tergantung 

kepada kualitas demokrasi. Konsekuensi dari hal ini adalah negara-negara yang pilar-pilar 

demokrasinya tidak bekerja secara optimal tidak memungkinkan pencapaian kualitas 

pelayanan publik yang lebih baik. Bahkan sebaliknya, pelayanan publik tanpa proses politik 

yang demokratis cenderung membuka ruang bagi praktek-praktek korupsi, (Saputro 2015). 

Di berbagai negara di dunia termasuk Indonesia, pelayanan publik menjadi salah satu 
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indikator penilaian kualitas administrasi pemerintahan dalam melakukan tugas dan fungsinya. 

Baik tidaknya admnistrasi publik atau pemerintahan dilihat dari seberapa jauh pelayanan 

publiknya sesuai dengan tuntutan, kebutuhan dan harapan masyarakat, (Dr. Drs. Ismail Nurdin 

2019). Penyelenggara Negara mempunyai peran yang sangat menentukan terhadap 

keberhasilan pelaksanaan tugas umum pemerintah, serta membangun tugas-tugas pelayanan 

kepada masyarakat. Penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pengelolaan 

pemerintahan menjadi suatu tuntutan utama terhadap peningkatan kinerja          pelayanan aparatur 

negara semakin  dirasakan dan penting, karena   pelayanan yang baik dan prima akan berdampak 

pada terwujudnya iklim usaha yang kondusif. Tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah 

semakin menjadi sorotan masyarakat karena mendapatkan pelayanan yang baik adalah hak 

masyarakat, sedangkan aparatur berkewajiban menyelenggarakan pelayanan secara prima, 

dengan prinsip-prinsip pelayanan yang sederhana, cepat,  tepat, tertib, murah, transparan dan  

tidak diskriminatif, (Adrian 2014). 

Suatu organisasi didirikan karena mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Tidak ada 

pelaku bisnis dari sektor manapun yang menginginkan kinerjanya menurun. Tugas  fungsional 

berkaitan dengan seberapa baik seorang karyawan menyelesaikan pekerjaan, sedangkan tugas 

prilaku berkaitan dengan kemampuan karyawan menangani  kegiatan antar personal dengan 

anggota lain dalam organisasi termasuk mengatasi konflik, mengelola waktu, memberdayakan 

orang lain, bekerja dalam suatu kelompok dan bekerja mandiri, (Sekartini 2016). 

Reformasi dan otonomi daerah  pada hakekatnya adalah upaya perbaikan secara 

menyeluruh dan bertahap menuju tata pemerintahan yang baik (Good Governance), yang mana 

salah satu dimensi keberhasilannya dapat dilihat dari kualitas pelayanan yang diberikan kepada 

masyarakat. Kualitas pelayanan  masyarakat merupakan hal krusial yang tidak bisa ditawar-

tawar lagi saat ini. Hal ini sejalan dengan menguatnya kebutuhan dan tuntut- an masyarakat 

akan pelayanan yang responsif dan efisien. Salah satu prinsip Reinventing Government, 
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Pemerintah diharuskan berorientasi pada pelanggan (Customer Driven Government) yang 

berarti menempatkan pelanggan (masyarakat) pada urutan yang paling depan, 

(Dwimawanti 2004). 

Kualitas kerja di dalam organisasi publik merupakan jawaban berhasil atau tidaknya 

sebuah organisasi dalam menciptakan dan menumbuhkan perilaku para pegawai untuk 

melihat apakah tugas, fungsi dan tanggungjawab serta tujuan-tujuan apakah sudah tercapai 

secara optimal. Seperti yang dikemukakan oleh, (Hao. L 2013), bahwa kualitas kerja 

merupakan keandalan dalam pelaksanaan tugas sehingga terlaksana mutu yang tinggi, waktu 

yang tepat, cermat dan dengan prosedur yang mudah dipahami oleh pegawai yang 

mempunyai tanggungjawab besar terhadap tugastugas dan kewajiban yang diberikan, baik 

tanggung jawab pribadi, sosial, intelektual maupun tanggungjawab moral dan  spiritual, (Iman 

2018). 

Pelayanan yang diharapkan dan menjadi tuntutan pelayanan publik oleh organisasi 

publik yaitu pemerintah lebih mengarah pada pemberian layanan publik yang lebih 

professional, efektif, efisien, sederhana, transparan, terbuka, tepat waktu, responsif dan 

adaptif. Pelayanan publik yang profesional artinya pelayanan yang memiliki akuntabilitas dan 

responsibilitas dari pemberi layanan (aparatur pemerintah) kepada si penerima layanan 

(masyarakat). Pelayanan publik oleh aparatur pemerintah dewasa ini masih banyak dijumpai 

kelemahan sehingga belum dapat memenuhi kualitas yang diharapkan masyarakat. Hal ini 

ditandai dengan masih adanya berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media 

massa, sehingga dapat menimbulkan citra yang kurang baik terhadap aparatur pemerintah. 

Mengingat fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat maka pemerintah perlu 

terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan, (Rudi 2012). 
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Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk 

menjadikan penelitian tentang Pengaruh Kemampuan Kerja (work ability)dan Kualitas 

Kerja (work quality) terhadap Kualitas Pelayanan Publik di Dinas Sosial Kabupaten 

Solok. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang ada, peneliti merumuskan permasalahan sebagai 

berikut: 

1. Apakah kemampuan kerja berpengaruh terhadap kualitas pelayanan publik di Dinas Sosial 

Kabupaten Solok? 

2. Apakah kualitas kerja berpengaruh terhadap kualitas pelayanan publik di Dinas Sosial 

Kabupaten Solok? 

3. Apakah kemampuan kerja dan kualitas kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kualitas pelayanan publik di Dinas Sosial Kabupaten Solok? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan Rumusan Masalah, tujuan penelitian adalah untuk mengetahui : 

1. Untuk mengetahui pengaruh kemampuan kerja terhadap kualitas pelayanan publik di Dinas 

Sosial Kabupaten Solok. 

2. Untuk mengetahui pengaruh  kualitas kerja terhadap kualitas pelayanan publik di Dinas 

Sosial Kabupaten Solok. 

3. Untuk mengetahui pengaruh kemampuan kerja dan kualitas kerja terhadap kualitas 

pelayanan publik di Dinas Sosial Kabupaten Solok. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat bagi semua pihak diantaranya : 

1. Bagi peneliti diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis yaitu 

yang berkaitan dengan kemampuan kerja dan kualitas kerja terhadap kualitas pelayanan 

publik. 

2. Bagi instansi diharapkan dapat menjadi masukan dalam mendukung pelaksanaan otonomi 

daerah, khususnya kemampuan kerja dan kualitas kerja terhadap kualitas pelayanan publik 

dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). 

3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan bahan pembanding 

atau referensi yang berkaitan dengan judul penelitian ini. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Penelitian yang dilakukan ini terdiri dari Bab 1 sampai dengan Bab 3, dengan 

sistematika penulisan sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini menjelaskan tentang landasan teori serta kerangka pemikiran. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bab ini menjelaskan tentang jenis dan sumber data, populasi, sampel, metode 

pengumpulan data, definisi operasional variabel serta teknik analisis data. 



 

xi 
 

BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab 

sebelumnya dan pengujian yang dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kemampuan Kerja berpengaruh terhadap Kualitas Pelayanan Publik. Hal ini terlihat dari 

kemampuan kerja pegawai yang memberikan pelayananan baik, karena dengan 

kemampuan yang baik maka pegawai yang memberikan pelayanan dapat memberikan 

kinerja yang baik sehingga pelayanan yang diberikan juga akan meningkat. 

2. Kualitas Kerja berpengaruh terhadap Kualitas Pelayanan Publik. Hal ini terlihat dari 

Pengaruh kualitas kerja (work quality) terhadap kinerja pelayanan publik adalah positif 

yang menunjukkan bahwa semakin baik kualitas kerja (work quality) maka akan dapat 

meningkatkan kinerja pelayanan publik pada Kantor Dinas Sosial Kabupaten Solok. 

3. Kemampuan Kerja dan Kualitas Kerja secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap Kualitas Pelayanan Publik. Hal ini menunjukkan bahwa Kemampuan 

Kerja dan Kualitas Kerja secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kualitas Pelayanan 

Publik. 

5.2 Saran 

Berdasarkan simpulan dari hasil penelitian diatas saran yang dapat diambil adalah 

sebagai berikut : 

1. Diharapkan bagi pegawai yang memberikan pelayanan di Dinas Sosial Kabupaten Solok 

agar dapat memperhatikan hal-hal yang mendukung meningkatnya kualitas pelayanan 

publik seperti kemampuan kerja dan kualitas kerja sehingga dapat mewujudkan 

pemerintahan good governance sebagaimana yang diinginkan oleh setiap pemerintahan. 



 

xi 
 

2. Bagi peneliti selanjutnya diharapakan lebih memperluas jangkauan penelitian ini dengan 

lebih menambahkan sampel penelitian serta variabel. 
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